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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi Ini Adalah : “Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah Untuk 

Mendaftarkan Perubahan Data Pada Sertifikat Akibat Pemekaran Desa / 

Kelurahan Dan Kecamatan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende Ditinjau Dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”. 

Disusun Oleh Honorata Aria Djanu, NIM : 2017111070 

Untuk menjamin kepastian hak milik atas tanah, Pemerintah dan 

Pemegang hak atas tanah perlu melakukan Pendaftaran terhadap hak atas tanah 

tersebut. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak 

atas tanah dan tertib administrasi Pertanahan. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) dan 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

ditegaskan bahwa : 1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila 

terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang 

telah terdaftar. 2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan 

perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor 

Pertanahan. Berkaitan dengan kedua ayat tersebut di atas, pemegang hak wajib 

melakukan pendaftaran perubahan data fisik dan data yuridis, namun yang terjadi 

di Kabupaten Ende, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Kecamatan Ende Utara, Ende Tengah, dan Ende Timur yang 

berdampak pada adanya perubahan data fisik dan data yuridis pada sertifikat, para 

pemegang hak belum mendaftarkan tanahnya untuk dilakukan perubahan data di 

Kantor Pertanahan. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui kewajiban pemegang hak atas tanah 
melakukan perubahan sertifikat hak atas tanah dan faktor-faktor penyebab 

pemegang hak belum melakukan kewajibannya. Pendekatan penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis data deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan di sembilan Kelurahan, di Kecamatan 

Ende Utara, Ende Tengah dan Ende Timur terdapat 2.782 Sertifikat Hak Atas 

Tanah yang belum dilakukan perubahan data akibat pemekaran Desa/Kelurahan 

dan Kecamatan dengan rincian Hak Milik 2.746 Sertifikat, Hak Guna Bangunan 9 

Sertifikat, dan Hak Pakai 27 Sertifikat. Faktor pemegang hak belum melakukan 

perubahan data disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

yaitu dari pemegang hak atas tanah diantaranya pemegang hak atas tanah tidak 

mengetahui adanya kewajiban untuk mendaftarkan perubahan data fisik dan 

yuridis terhadap sertifikat dan adanya anggapan bahwa setiap pelayanan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Ende lama, mahal, rumit dan berbelit-belit. Sedangkan 

faktor ektern dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, diantaranya keterbatasan 

sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran sosialisasi, dan penataan arsip 

yang belum maksimal. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa pemegang hak atas tanah yang 

mengalami perubahan akibat pemekaran Desa/Kelurahan dan Kecamatan belum 

melakukan pendaftaran perubahan sertifikat karena adanya faktor intern dan 

ekstern. Maka, dapat disarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende 

untuk melakukan sosialisasi terhadap pemegang hak yang mengalami perubahan 

Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Ende untuk dapat memberikan 

pencerahan kepada pemegang hak atas tanah sehingga sertifikatnya mempunyai 

kepastian dan perlindungan hukum. 

Kata Kunci : Kewajiban, Pemegang Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah, 

Sertifikat 
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ABSTRACT 
 

Djanu Aria Honorata. NIM 2017111070. The obligation of the land-holder rights 

to register the certificate of the data change which is caused by the unfoldment of 

village or district and subdistrict at the Ende county based on government rule 

No.24 1997 about the land registration. 

 
The government and the land-holder rights need to do the land registration 

for the guarantee to ensure the land-holder itself. The main thing is giving the law 

guarantee and protection for the land-holder and the administration discipline. 

Regarding government rule article 36 (1) No. 24 1997 is about (1) the land 

registration says that the maintenance of land registration data is caused by the 

changing of physic data or the land registration has been registered, (2) the land- 

holder itself must to do to register the changing based on verse 1. Regarding verse 

above the land-holder must do register the changing of physic data and juridical 

data that happen in Ende regency based on district rule No. 12 2006. It is about 

the forming of Ende North subdistrict, the middle of Ende, and Ende East which 

impacts the changing juridical and physics data, and the land-holders do not 

register their land for the data forming. 

The main research is to know the land-holders obligation to do certificate 
forming of land-holder and the factors which cause the land-holders do not get 

their obligation. The approach is taken by the writer is sociologist juridical for 

qualitative descriptive analysis data. The result shows nine (9) districts in Ende 

North, the middle and the east have 2.782 land-holders certificates do not do the 

changing of their data as the effect of village unfoldment/district/subdistrict 

(2.746 property rights certificates, 9 building rights certificates, 27 the right of 

usage overland). The right holders do not do the data changing caused by internal 

and external factors. Internal factor is the land-holders do not know the obligation 

to register the juridical and physic changing which regulated in article 36 (verse 1 

and 2) government rule No 24 1997 is about land registration and there is an 

opinion that the Ende National Land Affairs Agency’ service needs a long time, 

expensive, very hard and convoluted and External factor includes human 

resources, infrastructure, budget, less the management of the archive. 

So, it can be concluded that land rights holders do not register the 

changing certificate as affected village unfoldment/district or subdistrict as impact 

internal and external factor. Regarding the result above, the writer suggests to 

Ende National Land Affairs Agency is doing the socialization toward the land 

rights holder which has the village/district/subdistrict changing in Ende regency. 

It can give enlightenment to the land rights holder, however, they can get their 

legal certificate. 

 

Keywords: obligation, lang rights holder, land registration, certificate 
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